Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.G/2021/PA Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :
Penggugat, tanggal lahir, 21 Desember 1992, agama lIslam, Pendidikan

SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Seluma, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, tanggal lahir, 18 September 1983, agama Islam, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Seluma, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14
Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais
dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Tas tanggal 14 Januari
2021 yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah
pada hari Jum’at, tanggal 7 April 2017, sebagaimana tercantum dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Bengkulu,10 April 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah kontrakan di Kota Bengkulu, sampai akhirnya berpisabh;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul

sebagai suami istri dan belum mempunyai anak;
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4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis lebih
kurang 6 bulan kemudian sejak bulan Oktober 2017 sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan yang sulit di damaikan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

a. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
b. Tergugat tidak bias menjadi imam yang baik;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat
dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak awal November
2020, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah
lahir untuk kebutuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah selama lebih kurang 2 bulan;

7. Bahwa, tidak ada upaya mendamaikan karena Penggugat tidak mau lagi
berumah tangga denganTergugat;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak
mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan
jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba‘in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang —
undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau

Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
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tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil
secara resmi dan patut ;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor
38/Pdt.G/2021/PA.Tas tanggal 15 Januari 2021, ternyata Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Tais tidak bertemu dengan Tergugat, relaas disampaikan
ke Lurah Lubuk Kebur;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa memastikan keberadaan
Tergugat, maka demi kepentingan kepastian mendapatkan alamat Tergugat
sehingga Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini
tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena
segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita
acara sidang perkara ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara tersebut

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan
sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak
pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau
Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan
berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 28

Januari 2021 Penggugat menyatakan mencabut perkara yang diajukannya
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yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Nomor
38/Pdt.G/2021/PA.Tas, tanggal 14 Januari 2021,

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk
pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan
Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv gugatan
dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban,
maka terhadap pencabutan perkara tersebut karena Tergugat belum
menyampaikan jawaban atas gugatan cerai Penggugat, dalam hal ini harus
dinyatakan diterima dan permohonan Penggugat tentang pencabutan
perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara
ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan
tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim
patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada
Panitera patut diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
38/Pdt.G/2021/PA.Tas dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tais untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan di Tais dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Kamis, tanggal 28 Januari
2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh
kami kami Ramadaniar, S.H.l., M.H.. selaku Ketua Majelis, Umi Fathonah,
S.H.I., M.H. dan Sudiliharti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut
dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Umi Fathonah, S.H.l., M.H. Ramadaniar, S.H.l., M.H..
Hakim Anggota
Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 75.000,00
3. Panggilan Rp. 120.000,00
4. Biaya PNBP Rp. 20.000,00
5. Redaksi RP. 10.000,00
6. Materai Rp. 12.000,00
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Jumlah Rp 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu
rupiah)
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